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PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Ketentuan Pasal
183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata Cara
Pengelolaan Kas Non Anggaran diatur melalui Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai
Kepulauan tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (I embaran Negara Tahun 2004 Nomor 104.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Négara‘ Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576):
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan. Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemrintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya discbut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai
Badan Legislatif Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan;

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disebut
DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;

Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan.
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya sisebut SKPKD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut
PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok daj fungsi SKPD yang
dipimpinnya;

Kuasa Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagai BUD;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disebut PPK-SKPD
adalh pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK adalah
Pejabat Pada Unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD dan SKPD.

. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk

menerima. menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapa.tan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut TAPD adalah Tim
yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan Pimpinan olek
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daersh dalam rangka penyusunan APBD yang
Anggotannya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Kebijakan umum APBD selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang
membuat Kebijakan dibidang Pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disebut PPAS
adalah Rancangan Program Prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran vang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan penyusunan RKA — SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
Prioritas dan Plafon Anggaran, selanjutnya disebut PPA adalah Program
Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;

.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, sclanjutnya disebut RKA-SKPD

adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana

'pendapatan, Rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta Rencana

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

Kerangka Pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan Kkeputusan terhadap
kebijakan tersebut dilakukan dalam persfektif, lebih dari sati tahun
anggaran, dengan mempertimbangkan implipikasi biaya akibat keputusan
yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju;

Penganggaran terpadu (Univied Budgeting) adalah Penyusunan rencana
Keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk semua jenis
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan

kepada prinsip penyampaian efisiensi alokasi dana:
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang dacrah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekenening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

Penerimaan Daerah adalag uang yang masuk ke kas daerah:

Pengeluaran Daerah adalah vang yang keluar dari kas daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPA-SKPD
adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan vang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran:
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut
DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan.
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode: '

Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disebut SPD adalah dokumen vang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disebut SPP adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara  pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran;

SPP Uang Persediaan selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
vang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung;

SPP Ganti Uang Persediaan, sclanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian
uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung;

SPP Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disebut SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD vang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung

dan uang persediaan;

. SPP Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen vang

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembavaran
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langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK;

Surat Perintah Membayar, selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya disebut SPM-UP

adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dipergunakan sesua{ uang persediaan untuk mendanai
kegiatan;

Surat Perintah Membayar Gaji Uang Persediaan, selanjutnya disebut
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan;

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan. selanjutnya
disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketehtuan;

Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga;

Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan Pengeluaran kas

yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pemerintah Daerah.

BAB III
TATACARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, meliputi:

.



Pernot(;ngan Taspen;
Pemotongan Askes:

Potongan PPh;

Potongan PPN;

Penerimaan titipan uang muka;

Penerimaan uang jaminan; dan
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Penerimaan lainnya yang sejenis.

Pasal 4

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, meliputi:
Penyetoran Tugas;

Penyetoran Askes;

Peyetoran PPh:

Penyetoran PPN

Pengembalian titipan uang muka;

Pengembalian uang jaminan; dan

Pengeluaran lainnya yang sejenis.
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Pasal 5

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dilakukan sebagaimana

penerimaan pehitungan pihak ketiga.
Pasal 6

Pengeluaraan kas sebagaimana dimaksud. pada pasal 4, dilakukan

sebagaimana pengeluaraan pihak ketiga.

Pasal 7

(1) Informasi Penerimaan kas dan pengeluaraan kas sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 dan 4, disajikan dalan Laporan arus kas aktifitas non

anggaran.
(2) Format laporan arus kas aktifitas non anggaran sebagaimana tercantum
dalam lapiran Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyajiaan informasi penerimaan kas dan pengeluaraan kas disesuaikan
dengan standar Akutansi Pemerintahaan Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan.




BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2009

BUPA ULAUAN

Diundangkan di Salakan =
pada tanggal 13 Oktober 2009 ?H. IRTANTO MALINGONG

KABUPATEN
B PULAUAN

BERITA DAE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2




